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KAJIAN INDEPENDENSI BANK INDONESIA DALAM
KEDUDUKANNY A SEBAGAI BANK SENTRAL MENURUT

TINJAUAN HUKUM BERDASARKAN UUBI NOMOR 3 TAHUN 2004
TENTANG BANK INDONESIA

Lely Savitri Dewi
Institut Manajemen Koperasi Indonesia

lelysavitridewngvahoo.corn

Lembaga negara yang independen, Bank Indonesia adalah badan hukum yang status badan hukurnnya diperoleh
melalui penetapan Undang Undang (yaitu UU Rl Nomor 23 Tahun 1999 jo Undang undang Bank Indonesia
Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia dimana ditegaskan bahwa Bank Indonesia adalah lembaga
negara yang independen baik Pemerintah dan atau pihak lainnya dilarang melakukan campur tangan terhadap
pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia (BI). Pelanggaran terhadap larangan campur tangan maupun
kewajiban untuk menolak campur tangan, diancam penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun
serta denda minimal 2 (dua) milyar dan maksimal 5 (lima) rnilyar. Perlu adanya pemaknaan yang jelas mengenai
indepedensi tersebut. Kajian ini bertujuan untuk meninjau kedudukkan hukurn Bank Indonesia dari pernegang
otoritas moneter berdasarkan Undang Undang BanlJUUBI Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia
Metode penelitian melalui deskriptif dengan data sekunder.

An independent state institution. Bank of Indonesia IS a legal entity whose legal entity status is obtained through
the enactment oj LCM' (ie LCM' Number 23 of 1999 in conjunction with Bank Indonesia Regulation Number 3 of
2004 concerning Bank of Indonesia. which stipulates thai Bank of indonesia is an independent Slate institution
both the Government ana/or other parties are prohibited from interfering in the implementation of duties and
authorities of Bank indonesia (BI) violation of theprohibition ofinterference or obligation to refuse interference.
threatened with imprisonment of at least 2 (two) years and maximum 5 (five) years and fine at least 2 (two)
billion and a maximum of 5 (jive) billion) The purpose of this study is to review the applicability of Bank of
Indonesia law from the holder of monetary authority based on Bank AcuUUBI Number 3 of 2004 concerning
Bank of indonesia. Research method through descriptive with secondary data.

Key words: bank independency, central ank. Bank o_fIndonesia
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ABSTRAK

Kala kunci: independensi bank.. bank sentraL Bank Indonesia

ABSTRACT

1. PENDAHULUAN
Kajian ini merangkum dan memahami masalah

irnplementasi dari beberapa aturan perundang
undangan yaitu menurut Undang undang Nomor 23
tahun 1999 tentang bank Indonesia, sebagaimana
telah diubah dengan " Undang Undang Nomor 3
Tahun 2004 , terakhir dengan Undang Undang

omor 6 tahun 2009 tentang Bank Indonesia
_. (UUBI). Kedudukan bank Sentral dalam struktur
kenegaraan terpatri dalam pasal 23 D UUD 1945
dimana Bank Sentral adalah Bank Indonesia

sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 ayat (I)
UUB!. Berdasarkan hukum Bank Indonesia telah
ditentukan sebagai bank Sentral dan kedudukannya
diakui oleh konstitusi,

Sebagai Lembaga Negara yang indepedenden, Bl
adalah badan hukum yang status badan hukumnya
diperoleh melalui penetapan Undang-Undang (UU)
BI adalah badan hukum publik, dengan kriteria: cara
pendiriannya dilakukan penguasa negara berdasarkan
UU, pelaksanaan tugasnya berhubungan dengan
publik, diberi wewenang membuat peraturan sendiri



yang mengikat rnasyarakat. Saat ini produk peraturan
tersebut dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia
(PBI)

Adapun wewenang yang diberikan oleh UU
kepada BI antara lain wewenang mengelola kekayaan
sendiri lerlepas dan APBN. Independensi Bl
memberikan kewenangan yang lebih besar kepada BI
dengan harapan akan dapat lebih besar meningkatkan
efekti vilas peJaksanaan lndependensi merupakan
salah satu isu penting dalam membahas peran Bank
Sentral.

Independen berarti bank sentral dapal
menggunakan instrumen yang dimilikinya untuk
mencapai tujuan yang telah diterapkan oleh sistem
politik tanpa adanya campur tangan dan pihak diluar
bank sentral. Ini yang disebut dengan "instrument
independence" bukan "goal independence".
Konsekwensi independen bagi bank sentral adalah
harus lebih akuntabel untuk tindakan yang dilakukan
dan kebijakan moneter yang dilakukan secara
transparan. Menarik untuk dicermati bahwa
meskipun pada awalnya ada keraguan dalam
rnemberikan independensi kepada bank sentral pada
akhirnya masyarakat sangal puas terhadap
independensi bank sentral

2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan

metode deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan
untuk menjabarkan suatu kondisi/fenomena yang
terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilrniah
untuk menjawab masalah secara aktual. Data yang
digunakan merupakan jenis data sekunder yang
diperoleh dan laman Bank Indonesia. Obyek tulisan
ini tentang permasalahan kedudukan bank Indonesia
dan sudut independensi secara kajian hukum
menurut Undang Undang Bank Indonesia.

3. PEMBAHASAN
Independesi dan Indikator pencapaiannya

Indepedence : " not depending on autority, self
governing, not depend on something/or validiti or
efficiency ... (Riyanto Sastrosdmodjo, 1(99) .

Melandaskan kepada makna di atas maka
kualifikasi independensi suatu bank Sentral harus
memenuhi indikator sebagai berikut •
I) Memiliki kernampuan atau otoritas at au

kewenangan judgment dalam kaitannya dengan
persoalan kebijakan moneter di negaranya

2) Efekti dan kuat dengan cakupan ekonomi yang
luas dalam operasinya

Lelv Savitri Dcwi Kajian lndepcndcnsi Bank J ndoncsia SO

3) Terlepas dari campur tangan partisan serta
tekanan partai politik
Bank Indonesia sebagai Institusi negara yang

otonom rnemiliki kewenangan yang jelas
berdasarkan Undang undang yang mengatumya,
berikut beberapa telaahan kernandirian BI menurul
UUBI No 3 tahun 2004.
I) Pasal4 ayat (2) UUB1 No 3 Tahun 2004

"BI diberi kewenangan menetapkan
kebijakan rnoneter secara independen dan bebas
dan campur tangan pemerintah'

Secara struktural kedudukan BI tidak berada
dibawah atau di dalam kabinet Pernerintah,
namun mempunyai kedudukan yang sejajar
dengan Kabinet Pemerintah

Kemandirian dalam hal penetapan kebijakan
moneter merupakan syarat kernandirian instituri ,
hal iru dipertegas pula dalam pasal 8 huruf a
UUBI BI berwenang utk menetapkan dan
melaksanakan kebijakan rnoneter , rnengatur dan
menjaga kelancaran sistem pembayaran serta
mengatur dan mengawasi perbankan
Kewenangan 1111 tidak dapar diintervensi
Pemerintah ( pasal9 UUBI Ayat 1

Dan pembahasan pasal demi pasal di alas

maka BI dapat disimpulkan rnemiliki
Kemandirian Institusi.

2) Bank Sentral yang independen harus memiliki
kebebasan untuk memutuskan kapan dan dalam
hal apa saja fasilitas kredit likuiditas dapat
diberikan , hal ini dipertegas pada pasal 10 DUBI
"81 dalam mengendalikan kebijakan rnoneter
berwenang rnenggunakan instrumen moneter
yang telah ditetapkan dalam UU tanpa meminta
atau memperoleh persetujuan dan Pernerintah' .
Oleh sebab itu jika kemandirian fungsi ini
dikaitkan dengan kebijakan Kredit Likuiditas
bank Indonesia (KLBI) misalnya, seharusnyalah
kebijakan tersebut dialihkan oleh BI kepada
pihak lain, karen a KLBI dikucurkan terutarna
untuk rnembiayai program pemerintah , sehingga
bisa mengganggu kemandirian fungsi BI. Oleh
sebab itu sangat tepat jika kemudian oleh UUBI
di dalam pasal 56 KLBI telah dihapus karen a
dipandang mengganggu konsep kernandirian .

3) Simpulan dalam pasal 67 jo Pasal 9 UUBI dapat
diringkas sebagai berikut kemandirian
Organisasi diperlukan olehBI karena sangat erta
kaitannya dengan kornposisi dari organ badan
hukum BI dan sistem pengangkaian dan
pemberhentian pegawai BI sebagai bank snetral.
Puhak lain dilarang melakukan campur tangan
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terhadap pelaksanaan tugas BI , sebaliknya BI
wajib rnenolak dan atau mengabaikan segala
bentuk campur tangan dari pihak luar. Setiap
pihak yang melakukan campur tangan dikenakan
sanksi yang tegas. Atas dasar penjelasan
tersebut maka BI harus menegakkan
Kemandirian Organisasi dalam pelaksanaan
tugasnya sebagai lembaga negara yang
independen , diperlukan sikap netral dan tahan
terhadap tekanan politik dalam pencapaian
kinerjanya .

4) D?lan1 pasal 60 LlVBI No 3 Tahun 2004 Tentang
Bank Indonesia ditegaskan bahwa : anggaran
BI ditetapkan oleh Dewan Gubemur Tidak
perlu aproval DPR , tetapi perlu diinformasikan
kepada DPR sebagai bentuk kontrol tidak
langsung.

Mengacu pada hal di atas Bank Indonesia
memiliki Kemandirian Keuangan secara penuh
untuk menjaga peran independensinya secara
optimal .

"Beberapa peri ode lalu independensi dan
kemandirian serta kredibilitas BI diuji. karena
ditengarai di dalam pelaksanaan BI sebagai Lembaga
Negara yang independen, temyata Bl belum mampu
rnenempatkan dirinya sebagaimaan dikehendaki oleh
LlLIBI. Netralitas BI sebagai bank sentral temyata
belum sepenuhnya benar-benar mampu mandiri
Intervensi dan pressure politik masih sering
mempengaruhi kinerja dan kebijakan yang dijalankan
oleh BI sebagai Lembaga Negara yang independen.
Akibatnya begitu BI menjalankan tugas-tugasnya
sebagaimana diamanatkan oleh VLlBI, banyak pihak
kemudian mempermasalahkan landasan hukum
kebijakan dalam rangka pelaksanaan tugas BI, status
dan kewenangan BI Tidak mustahil pula kemudian
banyak kalangan pemerhati BI yang Juga menengarai
intervensi dan pressure politik tersebut sebagai upaya
lain yang bertujuan merongrong pencapaian kinerja
dan pelaksanaan tugas BI" (Nindyo Prarnono, 201 0
10)

Merryepaikan iapoar an
kcuengen Bl vane. relah

diperikse

Lembag a
Tmgg r

Negara Perwakiian
Rakyat

Badan
Pemeriksa
Kcuengan

Dewan

Mcmeriksa r
Laporan

Keuengan Sf

Bank Indonesia
l.embegaNegara'------~ Lernbaga Negara yang Indcpenden
UG No 23/t999 dan Badan Hukum

JoTJU No. 3;04

Publik
(Iuformasi Tahunan)

Sumber : Diolah kembali dari BI dan RJhbinL 2()()O

Mahkamah
Agung

Mcngambil Sumpah
dan Janj, Anggota

Garnbar l.Kedudukan Bank Indonesia di dalarn Sistem Ketatanegaraan.

Dari gambar di atas secara legal berdasarkan
VLlBI dapat dipelajari bahwa kedudukkan BI tidak
sejajar dengan lembaga lembaga lainnya, hal ini
menunjukkan dengan tegas bahwa BI adalah
Lembaga negara bukan lembaga pemerintah (Pasal 4
UVBI No 3/2004 tentang Bank Indonesia)
Pemerintah boleh menyusun kabinetnya dan
menggantinya setiap saat karena merupakan hak
prerogative Presiden, namun untuk POStSI BI

berdasarkan LILI tidak perlu mengikuti arus
perubahan kabinet dan atau pemerintahan.

Jadi dalam sistem ketatanegaraan BI adalah
lembaga Negara yang independen, tidak berada
dalarn struktur kabinet dan mandiri. Dalarn struktur
kenegaraan, hubungan BI dengan lembaga
pemerintah digambarkan sebagai berikut :
l) Hubungan dengan Presiden sebagai Kepala

Negara, Presiden berwenang



a) Mengusulkan dan mengangkat Gubemur &
Deputi Senior

b) Mengangkat Deputi Gubemur
c) Mengusulkan calon Gubemur & Deputi

Senior kepada DPR
d) DPR menyampaikan hasil persetujuannya

kepada Presiden untuk diangkat
e) Memberikan persetujuan tertulis jika anggota

Dewan Gubemur akan menjalani proses
huk..um

2) Hubungan dengan Mahkamah Agung MA
bertugas mengarnbil sumpah/janji anggota
Dewan Gubemur BI

3) Hubungan dengan Badan Pemeriksa Keuangan
a) Menerima dan melakukan pemeriksaan atas

laporan keuangan tahunan BI
b) Melakukan pemeriksaan khusus terhadap BI

apabila diminta oleh DPR
c) BPK menyarnpaikan hasil pemeriksaan nya

kepada DPR
4) Hubungan Intemasional, BI bertugas

Melakukan kerja sarna dengan bank sentral
negara lain, organisasi dan lembaga internasional,
Apabila keanggotaan suatu lembaga multilateral
dipersyaratkan adalah negara, BI dapat berperan
sebagai anggota lembaga tersebut untuk dan atas
nama Negara

4. TUJUAN DAN TUGAS BANK INDONESIA
Menurut Pasal 7 UUBL BI hanya mempunyai

satu tujuan yaitu mencapai dan memelihara
kestabilan nilai rupiah. Pencapaian dan perneliharaan
kestabilan nilai Rupiah, tercermin pada:

barang nan jasa = inflasi terhadap mala uang negara
iain = kurs

Menurut Pasal 8 UUBI, guna mencapai tujuan
kestabilan nilai tukar rupiah, BI memiliki tiga tugas
yaitu:
I) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan

rnoneter;
2) Mengatur dan rnenjaga kelancaran sistern

pembayaran;
3) Mangatur dan mengawasi bank

4.1 Tugas Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan
Moneter

Dalarn rangka melaksanakan tugas menetapkan
dan rnelaksanakan kebijakan moneter. Bl
menetapkan sasaran inflasi dengan mernperhatikan
perkembangan dan prospek ekonomi makro,

Lely Santo Dewi Kajian lndependensi Bank Indonesia .. 52

terutama perkembangan harga Untuk rnencapai
sasaran laju inflasi, BI rnenetapkan sasaran besaran
rnoneter atau Iikuiditas perekonornian.

Pengendalian moneter dilakukan dengan
menggunakan berbagai instrurnen antara lain Operasi
Pasar Terbuka (OPT), penetapan tingkat diskonto.
penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan
kredit atau pembiayaan,

DaJam rnelaksanakan tugas menetapkan dan
melaksanakan kebijakan moneter. BI tetap
mempunyai fungsi sebagai lender of the last resort
yang rnemungkinkan BI membantu kesulitan
pendanaan jangka pendek yang dihadapi bank.
Pemberian bantuan dana kepada bank dalam rangka
tugas sebagai lender of the last resa" tersebut
dibatasi jangka waktunya, yairu paling lama 90 hari:
Penggunaannya hanya untuk kepentingan mismatch
dan harus dijamin dengan surat berharga yang
berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. Dernikian
dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal I I VUBI

4.2 Tugas Pengaturan dan Penyelenggaraan
Sistem Pembayaran

Dalam menjalankan tugas pengaturan dan
penyelenggaraan sistem pernbayaran, menurut Pasal
15 UUBI, BI berwenang
I) Melaksanakan dan memberikan persetujuan serta

izin penyelenggaraan jasa sistern pembayaran
2) Mewajibkan penyelenggara jasa sistem

pembayaran untuk menyampaikan laporan
kegiatannya

3) Menetapkan penggunaan alat pembayaran

4.3 Tugas Pengaturan dan Pengawasan Bank
Selanjutnya dalarn rangka tugas pengaturan dan

pengawasan bank, menurut Pasal 24 UUBI, BI
berwenang:
I) Menetapkan peraturan di bidang perbankan
2) Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan

dan kegiatan tertentu dari bank
3) Melakukan pengawasan bank baik langsung

rnaupun tidak langsung
4) Mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan
Dari uraian tugas di atas terlihat jelas bahwa

sebenamya posisi BI sebagai bank SentraJ sangat
terpisah dalarn sistem kenegaraan Dengan demikian
BI pemegang kunci sentral dalarn melaksanakan
tugasnya dalam lingkup
I) Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan Moneter:

BI tetap mempunyai tugas sebagai lender oithe
last resort yang memungkinkan Sf mernbantu
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kesulitan pendanaan jangka pendek yang
dihadapi perbankan dengan batas waktu paling
lama 90 hari dan hanya digunakan bank untuk
kepentingan mismatch dan harus dijamin dengan
surat berharga yang berkualitas tinggi dan likuid
(Pasal II UUB!)

2. Berdasarkan penegasan pasal tersebut sudah
seharusnya BI tidak mengani ranah pendanaan
Bank yang sedang insolvent), karena berisiko
tinggi bagi BI jika bank yang dibantu tidak dapat
disehatkan kembali. Sebaiknya bantuan
pendanan berbentuk modal penyertaan dimana
mekanismenya pendanaan akan dicabut kernbali
(divestasi) kepada investor yang layak dan
berminat jika bank yang dibantu sudah dapat
dinilai mapan.

2) Pengaturan dan Penyelenggaraan Sistem
pembayaran (Pasal 15 UUBl) BI memiki
kewenangan penuh dalam hal pemberi
persetujuan penyelenggaraan jasa sistem
pembayaran, mentapkan penggunaan alai
pembayaran dan mewajibkan penyerahan laporan
kegiatan bagi jasa penyelenggara pembayaran

3) Pengaturan dan Pengawasan Bank: BI
berwenang dalam hal penetapan aturan
Perbankan, Memberikan dan Mencabut izin atas
kelembagaan dan keguiatan tertentu bank .
mengawasi perbankan secara iangsung dan tidak
langsung dan mengenakan sanksi terhadap bank
sesuai ketentuan UU yang berlaku.

Khusus untuk tugas yang terakhir . kehadiran
Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) diharapkan dapat

mengawasi dan menyelesaikan Lembaga keuangan
Bank maupun Non Bank termasuk pasar modal dan
Asuransi dalam masalah kinerja kesehaan usahanya

5. PENUTlJP
Berdasarkan pandangan hukum menurut UUBI

Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia sudah
cukup jelas bahwa BI memiliki indenpensi dalam
ruang lingkup .
a) Kemandirian Institusi ( pasal 4 ayat 2 UUBI )
b) Kemandirian Fungsi (pasal 10 UVBI )
c) Kemandirian Keuangan
d) Kemandirian Organisasi (pasal 67 jo pasal 9

UUBI Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank
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